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Abstract: This study aims to analyze city government governance in dealing with 
climate change through a literature review. Cities have a dual role in climate 
change, both as contributors and affected parties, so adaptive and responsive 
governance strategies are needed. This study explores various policies, initiatives, 
and mechanisms for climate change mitigation and adaptation that have been 
implemented at the city level. In addition, this study also highlights the importance 
of collaboration between government, the private sector, and communities in 
building urban resilience to climate change. 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintah 
kota dalam menghadapi perubahan iklim melalui tinjauan literatur. Kota 
memiliki peran ganda dalam perubahan iklim, baik sebagai kontributor maupun 
pihak yang terdampak, sehingga diperlukan strategi tata kelola yang adaptif dan 
responsif. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai kebijakan, inisiatif, serta 
mekanisme mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah diterapkan di 
tingkat kota. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi 
antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun 
ketahanan perkotaan terhadap perubahan iklim. 

 
PENDAHULUAN 

  Munculnya anthroposen berarti bahwa tindakan manusia telah menjadi pendorong 
utama perubahan lingkungan, termasuk di dalamnya perubahan iklim dan hilangnya 
keanekaragaman hayati (Folke, 2011; Rockström et al., 2009). Meski sebuah fenomena alam, 
intervensi pemerintah diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Daerah perkotaan adalah 
kawasan kunci dalam perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kotalah yang menjadi 
penyebab untuk proses ini dan sekaligus sebagai penderita akibat dampaknya. Wilayah 
perkotaan bertindak sebagai mesin perubahan dengan mengubah dan memanfaatkan ekosistem 
energi dan sumber daya alam baik di dalam maupun di luar wilayah geografisnya. Secara 
bersamaan, wilayah perkotaan terkena dampak perubahan. Kota juga menghadapi tantangan 
penyediaan ruang dan infrastruktur yang aman dan memadai dalam konteks sumber daya yang 
terbatas (Boyd & Juhola, 2015). 
  Perubahan iklim dapat digambarkan sebagai bahaya yang kompleks dan berlarut-larut. 
Perubahan iklim adalah bahaya multifaset (cuaca ekstrim, kekeringan, hingga banjir) dan 
multidimensi (dari lokal hingga global) yang memiliki aspek jangka pendek, menengah, dan 
panjang serta hasil yang tidak diketahui. Perubahan iklim mengintensifkan bahaya yang 
mempengaruhi mata pencaharian manusia, pemukiman dan infrastruktur. Hal ini juga 
melemahkan ketahanan sistem penghidupan dalam menghadapi ketidakpastian yang semakin 
meningkat dan bencana yang sering terjadi (Gulcebi, 2021). 
  Peningkatan gas rumah kaca yang memicu terjadinya perubahan iklim telah menjadi 
perhatian global dalam beberapa kurun waktu (Wilby et al., 2009; Barnett & Webber, 2010). 
Meskipun demikian harus dipahami bahwa dampak perubahan iklim tidak secara keseluruhan 
dirasakan oleh semua negara di belahan dunia. United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) dalam laporannya menyatakan bahwa negara-negara berkembang 
memiliki kerentanan lebih besar dari dampak perubahan iklim akibat kapasitas adaptasi (sosial, 
teknologi dan finansial) yang lebih rendah (UNFCCC, 2006). Adaptasi sangat dibutuhkan sebagai 
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upaya menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi (uncertainty and unpredictable) (Sagala et 
al, 2014). Institusi pemerintah menjadi bagian dari institusi yang ada pada tataran pembuatan 
dan implementasi kebijakan (Termeer et al., 2011).  
  Menghadapi ketidakpastian dari perubahan iklim, institusi pemerintah diharapkan 
mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi kompleksitas perubahan iklim dengan menjadi 
institusi yang adaptif (adaptive institution) (Termeer et al, 2011). Dari berbagai ketidakpastian 
dan ambiguitas yang terdapat dalam konteks perubahan iklim, pemerintah sebagai salah satu 
aktor penting tidak hanya akan menghadapi tantangan untuk mengembangkan dan 
merealisasikan strategi, tetapi juga meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat melalui 
kebijakan yang dibuat (Jordan et al., 2010). 
  Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan 
ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus, termasuk di dalamnya membuat kebijakan 
sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan 
pengambilan sikap dalam menghadapi perubahan iklim (Sagala, et al, 2014). Oleh karena itu, 
pengetahuan tentang aspek kelembagaan termasuk di dalamnya (kebijakan, hukum, prosedur, 
baik formal maupun informal) dan termasuk di dalamnya proses dan mekanisme dari 
perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi, dan negosiasi) dalam menghadapi perubahan 
iklim (Schramm et al., 2020). 
  Perkembangan kebijakan pengelolaan perubahan iklim Indonesia baik mengenai mitigasi 
maupun adaptasi perubahan iklim diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
Tentang Perubahan Iklim, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; dan UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto. Ketiga 
undang-undang ini meletakkan dasar bagi manajemen perubahan iklim di Indonesia. Menyusul 
COP 13 UNFCCC di Bali, Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim 
(DNPI) melalui Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2008. DNPI berfungsi sebagai lembaga yang 
mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia 
dalam negosiasi perubahan iklim di tingkat internasional. Wilayah kerja DNPI meliputi (1) 
adaptasi, (2) mitigasi, (3) pendanaan, dan (4) alih teknologi. Secara struktural, DNPI berada di 
bawah koordinasi langsung presiden dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup 
dan pihak terkait (Rosliana, 2017). 
  Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk beradaptasi 
dengan  perubahan iklim, seperti Strategi Adaptasi Indonesia, RAN API, Peta Jalan Sektoral 
Perubahan Iklim Indonesia (Bappenas, Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim dan Rencana 
Adaptasi Sektoral oleh kementerian/lembaga, serta Strategi Pengarusutamaan Adaptasi ke 
dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional). Penyusunan RAN-API menjadi tanggung 
jawab Pokja VI Adaptasi sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
(PPn)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. Kep. 38/M.PPN/HK/03/2012 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Perubahan Iklim (Rosliana, 2017). 
 
Tata Kelola Perubahan Iklim Perkotaan 
  Perubahan iklim merupakan fenomena yang ditandai dengan terjadinya kenaikkan suhu 
global, pola cuaca yang berubah-ubah, cuaca ekstrim, dan perubahan intensitas curah hujan. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim telah membawa masalah baru bagi banyak kota 
di dunia (Schenck, 2008). Dengan kompleksitas permasalahan tersebut diperlukan pengelolaan 
agar dampaknya dapat ditekan (Pacheco, 2014; Broto, 2017) 
  Tata kelola perubahan iklim seperangkat mekanisme (termasuk institusi, kebijakan dan 
program) yang mempengaruhi proses yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan 
iklim.  Proses yang berkontribusi pada penambahan berkelanjutan pada stok Gas Rumah Kaca 
(GRK) di atmosfer perlu mendapat perhatian segera untuk tujuan mitigasi; dampak merugikan 
dari perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian yang sama untuk menangani adaptasi 
perubahan iklim dengan cepat. Dalam situasi tertentu, terdapat kebetulan kedua aliran tersebut 
seperti, misalnya, penyediaan sumber daya energi surya yang dipercepat yang mengurangi emisi 
GRK dan menawarkan sumber daya energi di daerah miskin energi. 
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  Pentingnya tata kelola untuk aksi iklim di kota-kota ditunjukkan dengan jelas oleh 
Bulkeley et al. (2015) bahwa kota-kota mengambil tindakan di tiga sektor utama: bangunan, 
transportasi, dan infrastruktur perkotaan. Isu tata kelola dominan dalam hal mengatur emisi 
GRK, menyediakan layanan, dan bekerja dengan yurisdiksi lain. Faktor kunci yang membentuk 
respons terhadap mitigasi di tingkat lokal termasuk pembuatan kebijakan yang efektif, akses ke 
keuangan tambahan, kesesuaian antara wilayah yurisdiksi dan skala spasial di mana masalah 
muncul, dan kompetensi kota di bidang utama seperti energi, perencanaan, dan transportasi. Tata 
kelola pada skala kota sangat penting, seperti halnya hubungan dengan kelembagaan dan 
pengaturan tata kelola pada skala spasial lainnya. 
  Kota-kota yang tumbuh cepat menawarkan peluang besar untuk investasi dalam 
teknologi hemat energi baru dan untuk meningkatkan jumlah energi dari sumber energi 
alternatif dan terbarukan. Sektor energi biasanya menawarkan potensi terbesar, dengan upaya 
mitigasi kota yang berfokus pada peningkatan efisiensi energi (khususnya melalui standar dan 
peraturan untuk bangunan) dan mengupayakan intensitas karbon yang lebih rendah dalam 
pasokan energi. Di sebagian besar kota, transportasi adalah sektor terpenting kedua, dengan 
kebijakan yang berfokus pada mendorong transportasi umum daripada mobil pribadi. Ini 
termasuk pembangunan kembali energi rendah karbon, peningkatan efesiensi pada bangunan, 
pemanenan air hujan, dan konstruksi rumah berkalanjutan. 
  Pengamatan utama adalah bahwa, secara global, aksi perubahan iklim antar kota lebih 
difokuskan pada mitigasi daripada adaptasi. Hal ini terjadi bahkan di antara kota-kota di negara 
berkembang, meskipun kota-kota cenderung memiliki emisi per kapita yang lebih rendah dan 
dengan demikian akan memiliki peluang mitigasi yang relatif lebih sedikit. Kerentanan kota-kota 
ini terhadap dampak perubahan iklim juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk fokus pada 
masalah adaptasi. Meskipun berbagai penjelasan telah dikemukakan, seperti kebutuhan akan 
kapasitas kelembagaan yang lebih besar di negara-negara berkembang, penelitian lebih lanjut 
yang mengeksplorasi penekanan relatif pada mitigasi ini diperlukan, seperti pemahaman yang 
diperkuat tentang bagaimana dan mengapa kota-kota termotivasi untuk melakukan tindakan 
adaptasi. Di bawah ini dijelaskan dua tindakan dalam kebijakan perubahan iklim yaitu adaptasi 
dan ketahanan perubahan iklim. 
 
1. Tata Kelola Perubahan Iklim 
  Boyd dan Juhola (2015) memformulasikan sebuah pendekatan adaptive climate change 
governance untuk perkotaan dengan melibatkan tiga dimensi, yaitu ekologi, teknik dan sosial. 
Ekologi didefinisikan sebagai pemahaman ketahanan sistem biofisik dan ambang batasnya untuk 
mengatasi gangguan eksternal. Teknik didefinisikan sebagai fitur teknologi bersih, infrastruktur 
dan perencanaan ruang yang membentuk perkotaan. Sedangkan sosial didefinisikan sebagai 
masalah distribusi dan akses ke sumber daya dan lembaga di masyarakat. Dimensi ini juga 
menyangkut norma perilaku dan sikap yang mengatur masyarakat. 

 
 

Gambar 1. Grafik Tiga Dimensi 
Sumber: Boyd dan Juhola, 2015 
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  Tiga dimensi/literatur di atas membahas dan menganalisis transformasi tata kelola 
perubahan iklim di perkotaan. Literatur tentang transisi sosio-teknis berfokus pada perubahan 
infrastruktur yang terkelola dan mekanisme serta proses yang mendasari perubahan dalam 
konteks perkotaan. Literatur tentang transisi keadilan sosial-lingkungan melihat perubahan 
terkelola teknologi perkotaan di bawah perubahan iklim. Terakhir, transformasi sosial-ekologis 
bertujuan untuk memahami bagaimana mengelola perubahan yang tidak dapat diprediksi saat 
menghadapi perubahan, dan bagaimana mengarahkan ketidakpastian menuju jalur 
pembangunan baru. Ketiga untaian ini terpisah tetapi saling terkait (lihat Gambar 1). Persamaan 
dari ketiga pendekatan tersebut adalah pertama, semuanya berurusan dengan sistem sosial 
perkotaan di bawah tantangan lingkungan global, dan kedua, ketiganya bertujuan untuk 
memahami bagaimana sistem dapat berubah dan bertransformasi. 
  Pertama, Transisi Sosio-Teknis. Literatur sistem sosio-teknis telah muncul dari disiplin 
ilmu yang berfokus pada pengembangan dan inovasi teknologi selama 20 tahun terakhir (Geels 
dan Schot, 2007; Smith et al., 2005). Fokus utama dalam bidang literatur ini adalah memahami 
bagaimana proses perubahan terjadi dalam sistem sosio-teknis dan dinamika sistem itu sendiri. 
Geels dan Kemp (2007) mendefinisikan tiga jenis proses perubahan: reproduksi, transformasi 
dan transisi. Menurut Geels dan Kemp, reproduksi adalah perubahan bertahap dalam lintasan 
yang ada dari sistem tertentu, sedangkan transformasi adalah perubahan arah lintasan dan 
termasuk perubahan aturan yang memandu inovasi dalam sistem. Transisi, berlawanan dengan 
dua lainnya, adalah pergeseran ke arah baru, dan ke sistem yang secara fundamental berbeda 
dari yang sebelumnya. Manajemen transisi ini juga menjadi bidang penelitian penting dalam 
bidang sosio-teknis. Sejumlah istilah digunakan untuk menggambarkan proses manajemen ini. 
Istilah-istilah seperti 'manajemen transisi' dan 'pemerintahan refleksif' berteori tentang 
bagaimana mengarahkan sistem ini ke arah transisi untuk berkontribusi pada keberlanjutan 
(Kemp dan Loorbach, 2005). 
  Bagian yang menarik di sini ada pada peran kota dalam membentuk transisi sosio-teknis 
dan cara mengidentifikasi tren ini (Hodson dan Marvin, 2010). Hodson dan Marvin yakin bahwa 
kota-kota mendorong perubahan sosio-teknis melalui jaringan infrastruktur dan mereka 
bertujuan untuk mengembangkan sudut pandang teoretis yang dapat digunakan untuk 
memahami peran kota dalam transisi sosio-teknis. Perkembangan teoritis ini dapat diartikan 
sebagai langkah menuju kolaborasi dengan literatur transisi tradisi berikutnya yang berfokus 
pada sosial dan politik dalam kaitannya dengan transisi (Bulkeley et al., 2011). 
  Kedua, Transisi Sosial-Lingkungan. Tradisi kedua muncul dari disiplin ilmu geografi dan 
politik lingkungan, yang menyatukan pemahaman tentang kesadaran spasial dalam kaitannya 
dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kompleksitas pengambilan keputusan 
(Bulkeley, 2010). Tradisi ini berfokus pada pemahaman tentang peran kota dalam menghadapi 
perubahan iklim, mempelajari peran yang dimainkan oleh pemerintahan mengaktifkan transisi 
(Bulkeley & Betsill, 2005). Di sini, kemunculan pentingnya kota tidak hanya diakui dalam 
kaitannya dengan tindakan terhadap perubahan iklim, tetapi juga terletak di garis depan dalam 
bentuk baru pengambilan keputusan melalui jaringan dan kemitraan di tingkat kota atau di 
berbagai skala pemerintahan.  
  Tradisi ini mengakui tantangan yang dihadapi oleh kota baik dalam hal adaptasi dan 
mitigasi, dan mendefinisikan sistem perkotaan terdiri dari teknologi yang menghasilkan energi 
dan menyediakan infrastruktur, dan institusi sosial yaitu, institusi yang memandu permintaan 
dan penawaran teknologi ini (Bulkeley et al., 2011). Transisi, menurut tradisi ini, didefinisikan 
sebagai proses di mana bagian teknis dan sosial dari sistem tersebut berubah untuk mengatasi 
perubahan iklim. Elemen penting dari transisi ini adalah keadilan, dan distribusi sumber daya 
yang adil, untuk memberikan hasil yang adil dalam masyarakat (Bulkeley et al., 2011). 
  Ketiga, Transformasi Sosial-Ekologis. Tradisi ketiga ini muncul dari pemikiran sistem 
ketahanan ekologis sosial dari penggabungan lintas disiplin, yaitu ilmu lingkungan dan ilmu 
sosial. Hal ini menghubungkan pemahaman tentang dinamika ekologi sistem biofisik dengan 
kesadaran akan konteks sosial, sejarah, politik dan ekonomi. Tradisi ini mengakui tantangan yang 
dihadapi kota dari perspektif ketahanan sosial dan ekologis (Colding, 2012; Ernston et al., 2010). 
Fokusnya adalah pada ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim (Folke, 2011) dan pada 



Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 6, No. 2, November 2024 

321  
 

dinamika nonlinier serta interaksi antara berbagai bagian atau skala dalam sistem yang diacak. 
Manajemen lintas skala didasarkan pada gagasan panarki dan siklus adaptif (Gunderson dan 
Holling, 2002), yang mencoba menjelaskan bagaimana sistem dapat pulih setelah keruntuhan 
dan bertahan dalam konteks yang berbeda secara bersamaan. Penerapan ide-ide ini telah 
mempengaruhi pergeseran dari pemikiran tentang transformasi kota dalam hal rekayasa 
manajerial dan tantangan kewirausahaan dalam penyediaan infrastruktur kritis (misalnya air 
dan limbah) menjadi pemikiran tentang respon perkotaan terhadap tekanan dan tantangan baru 
terhadap pertumbuhan perkotaan dan infrastruktur. 
 
2. Tata Kelola Ketahanan Perubahan Iklim 
  Seiring dengan perkembangan wacana atau diskursus adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim, konsep ketahanan ditawarkan sebagai solusi adaptasi transformatif dalam menghadapi 
berbagai gangguan (bencana) akibat perubahan iklim dan memberikan perspektif baru dalam 
mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan. Ketahanan kota (city resilience) adalah suatu 
kondisi di mana kota sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi berbagai gangguan 
yang dialaminya, salah satunya adalah gangguan (bencana) akibat perubahan iklim. Pemahaman 
multidimensi atau multisektor serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat 
diperlukan untuk mewujudkan ketahanan kota. Tidak hanya itu, terwujudnya ketahanan kota 
juga dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman multidimensi atau multisektor tersebut 
diakomodasi  dalam setiap tahapan perencanaan dan pembangunan kota. 
  Secara umum, dalam diskursus ketahanan kota, gangguan lingkungan yang terjadi 
sebagai akibat dari perubahan iklim dapat dikategorikan sebagai guncangan (shocks) dan 
tekanan (stresses). Guncangan adalah gangguan yang merujuk pada bencana sebagai dampak 
perubahan iklim yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Banjir 
bandang akibat cuaca ekstrem yang tiba-tiba terjadi adalah salah satu bencana yang terjadi di 
wilayah perkotaan. 
  Berbeda dengan guncangan, tekanan adalah gangguan (bencana perubahan iklim) yang 
cenderung lebih sering terjadi sehingga masyarakat merasa telah terbiasa dengan bencana 
tersebut dan kemudian dengan secara baik beradaptasi. Proses adaptasi ini dijelaskan dalam 
teori panarchy yang dikembangkan oleh Gunderson & Holling (2002) yang meyakini adaptasi 
sebagai sebuah siklus yang terjadi pada sebuah sistem ketika terjadi gangguan. Teori ini yang 
secara erat kemudian mengkaitkan diskursus ketahanan dalam perubahan iklim dengan 
kapasitas adaptasi yang harus dimiliki sebuah sistem pada level (individu, komunitas, ataupun 
lingkungan) untuk menghadapi dampak perubahan iklim. 
  Dalam konteks perubahan iklim, ketahanan berkaitan dengan fungsi suatu sistem yang 
terganggu sebagai dampak perubahan iklim. Gangguan yang timbul sebagai akibat dari 
perubahan iklim pada umumnya identik dengan berbagai bencana hidrometeorologi atau 
bencana yang cenderung terjadi karena faktor cuaca seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, 
puting beliung, dan abrasi. Pada umumnya, wilayah-wilayah pesisir memiliki tingkat risiko dan 
kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah pedalaman yang tidak memiliki garis 
pantai. Namun demikian, karena lokasi yang lebih strategis dan akses transportasi darat, udara, 
dan laut yang lebih baik, kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia pada umumnya berada 
di wilayah pesisir. Kota yang identik dengan konsentrasi penduduk yang lebih besar menjadikan 
wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekonomi strategis ini menjadi lebih rentan terhadap 
berbagai gangguan iklim. (Handayani & Putri, 2020). 
  Selain melihat iklim dari perspektif dampak dan terkait dengan adaptasi, gangguan yang 
timbul juga perlu di lihat dari perspektif mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim 
identik dengan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi emisi yang bersumber 
dari gas antropogenik dengan kontributor terbesar yaitu gas CO2 dari kendaraan bermotor. 
Terkait dengan hal ini, gangguan yang timbul di wilayah perkotaan terkait perubahan iklim tidak 
hanya terbatas pada bencana perubahan iklim namun juga gangguan lingkungan yang terjadi 
secara massif sebagai akibat dari emisi gas rumah kaca khususnya yang berasal dari gas buang 
kendaraan bermotor (Handayani & Putri, 2020). 
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Gambar 2. Posisi Studi Ketahanan terhadap Ilmu Lainnya 

Sumber: Alexander, 2013 
Gambar di atas menjelaskan bagaimana suatu sistem lingkungan melakukan penyesuaian 

untuk menghadapi berbagai gangguan yang dialaminya. Gangguan-gangguan yang kemudian 
dapat di sebut sebagai bencana ini terkategori sebagai gangguan alami, sosial, teknologikal, 
campuran di antara ketiganya, maupun gangguan lain yang terkait dengan ke tiga hal tersebut. 
Ketahanan adalah konsep multidimensi yang terkait dengan aspek sosial, psikologis, teknis, dan 
fisik yang saling terkait yang dapat menunjukkan kemampuan suatu sistem menghadapi berbagai 
gangguan yang muncul. Alexander (2013) lebih jauh menjelaskan keterkaitan empat aspek 
tersebut sebagai adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, ilmu keberlanjutan, 
serta berbagai bahaya dan risiko lainnya. Ketahanan adalah inti/core yang memiliki posisi sentral 
yang dapat mengakomodir nilai penting dari setiap aspek/bidang untuk memastikan bahwa 
suatu sistem dapat bertahan atau bahkan bertransformasi menjadi suatu sistem baru yang lebih 
baik. Konsep ketahanan kota yang berketahaan iklim menjadi semakin relevan seiring dengan 
semakin masifnya berbagai gangguan yang terjadi. Dalam perspektif keruangan, konsep kota 
yang berketahanan diusung sebagai upaya untuk memastikan kesiapan kota dalam menghadapi 
berbagai gangguan tersebut. Sebagai sebuah sistem yang kompleks (dibandingkan dengan 
wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit), kota cenderung memiliki tingkat 
risiko dan kerentanan yang lebih tinggi. Sebuah kota dikatakan berketahanan apabila kapasitas 
individu, komunitas, institusi, dan sistem di dalam kota tersebut mampu untuk bertahan hidup, 
beradaptasi, dan tumbuh dengan lebih baik, apapun jenis gangguan yang dialaminya (Jabareen, 
2013; Shaw et al., 2016).  
Ketahanan kota juga berkaitan dengan kemampuan sistem perkotaan dalam semua dinamikanya 
untuk bertahan dalam menghadapi bahaya atau tekanan, penyediaan, dan aksesibilitas ke 
layanan dan fungsi yang penting untuk kesejahteraan semua penduduk, terutama mereka yang 
tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dalam tekanan. Ketahanan dalam konteks ruang 
perkotaan juga berarti kapasitas perkotaan untuk mengidentifikasi, menetapkan prioritas, dan 
memobilisasi sumber daya dan untuk menyerap guncangan dan/atau efek kumulatif dari 
guncangan tersebut (Abdrabo & Hassaan, 2015). 
 

 
KESIMPULAN 

Tata kelola perubahan iklim di tingkat kota menjadi faktor kunci dalam menghadapi dampak 
perubahan iklim yang semakin kompleks. Kota-kota di seluruh dunia telah mengembangkan 
berbagai strategi mitigasi dan adaptasi, seperti pengelolaan infrastruktur hijau, regulasi emisi gas 
rumah kaca, serta perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang 
dihadapi adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan, pendanaan, serta koordinasi lintas sektor. 
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, berbasis data, dan kolaboratif agar kota 
dapat menjadi lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim di masa depan. 
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